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INTISARI

Kelurahan Raha I meru.p»V.3« salah satu wilayah dari Kecamatan Katobu

dan bagian dari Kota Raha sebagai ibukota Kabupaten Muna. Sesuai dengan

arahan pembangunan Kota Raha, kelurahan ini akan dikembangkan sebagai

tempat kegiatan sosial/jasa, perkantoran, permukiman, pendidikan dasar,

taman/jalur hijau, parkir dan pertokoan. Untuk mendukung pembangunan tersebut

diperlukan adanya data antara lain data pertanahan. Data ini dapat berupa data

spasial atau keruangan dan data atribut. Dengan demikian perlu di kaji Sistem

Informasi Pertanahannya.

Permasalahan penelitian adalah bagaimana kesiapan sistem informasi

pertanahan di Kelurahan Raha I. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui keadaan sistem informasi pertanahan di Kelurahan Raha I. Penelitian

ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah

dokumentasi, Wawancara (interviu bebas ), dan observasi. Jenis data adalah data

atribut dan data spasial. Teknik pengolahan data adalah secara manual.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pertanahan di

Kelurahan Raha I belum baik, yang ditandai dengan belum tersedia data

pertanahan dengan baik di Kelurahan Raha I. Dengan demikian diperlukan upaya

pengadaan basis data pertanahan. Upaya tersebut dapat dilakukan secara manual

dengan langkah-langkah: pengumpulan data (peta bidang tanah, data luas bidang

tanah, data nama pemilik bidang tanah, data status penguasaan atas tanah, data

penggunaan tanah, data kemampuan tanah, data jenis tanah, data geologi, dan data

nilai jual objek pajak), pengolahan data (seleksi data, peletakan data ke dalam

tabel, perhitungan data, analisa data, penyimpulan data, pembetulan dan

peremajaan data spasial) dan penyajian data/informasi pertanahan (data atribut

dalam bentuk tabel dan data spasial dalam bentuk peta).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang perlu

ditingkatkan upaya-upaya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan yang lebih baik, agar seluruh sumber daya dapat

diarahkan secara efisien dan efektif. Salah satu hal pokok yang dibutuhkan untuk

mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian

pembangunan di segala bidang.

Pembangunan dan tanah merupakan dua unsur yang berbeda akan tetapi

tidak dapat dipisahkan karena setiap kegiatan pembangunan fisik akan

memerlukan tanah sebagai wadah kegiatan pembangunan itu sendiri. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa tanah merupakan salah satu modal dasar dalam

pembangunan sebab tanpa tanah maka pembangunan fisik tidak dapat

dilaksanakan. Tanah yang mempunyai sifat multi aspek dan multi dimensional

merupakan faktor yang penting dan strategis, karena itu dalam pemanfaatan

sumber daya alam berupa tanah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dapat

memberikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Soni Harsono (1994.6), mengemukakan bahwa:

"Kegiatan pembangunan memerlukan tanah untuk membangun. Tanah itu
terhatas tidak hertamhah luas tetani kehutuhan akan tanah term



Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 mengarahkan bahwa

kebijakan pertanahan dikembangkan untuk meningkatkan pemanfaatan tanah

secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat

setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang

wilayah yang serasi dan seimbang. Pembangunan pertanahan ditujukan untuk

memanfaatkan tanah secara terpadu antara berbagai sektor pembangunan dalam

rangka mencapai kualitas ruang yang optimal. Oleh karena itu, data pertanahan

diperlukan sebagai bahan penyiapan sistem informasi pertanahan, mulai dari

tingkat administrasi pemerintahan terendah yaitu Desa atau Kelurahan sampai ke

tingkat Nasional.

Kelurahan Raha I terletak di pusat kota Raha yang termasuk dalam

wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Sesuai dengan arahan

pengembangan Kota Raha, maka kelurahan ini akan dikembangkan sebagai

tempat kegiatan sosial/jasa, kantor, pemukiman, pendidikan dasar, taman/jalur

hijau, parkir dan pertokoan (Pemda TK. II Kabupaten Muna, 1996:18). Untuk itu

diperlukan data pertanahan untuk setiap bidang tanah yang dikelola dalam Sistem

Informasi Pertanahan guna menyediakan data dasar dan informasi pertanahan

(BPN, 1998:75).

Untuk penyiapan Sistem Informasi Pertanahan Kelurahan Raha I,

diperlukan data penggunaan tanah, yang menggambarkan jenis penggunaan pada

setiap bidang tanah, sehingga pemantauan penggunaan tanah dapat dilaksanakan



tanah digunakan untuk mengetahui status hukum setiap bidang-bidang tanah.

Data pendaftaran tanah, untuk mengetahui pemilik tanah, luas tanah, dan letak

tanah; dan data lainnya yang terkait langsung dengan pertanahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul:

"Kajian Sistem Informasi Pertanahan Di Kelurahan Raha I Kecamatan

Katobu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara".

B. Perumusan Masalah

Pengembangan Kelurahan Raha I akan diarahkan sebagai tempat kegiatan

sosial atau jasa, Kantor, Permukiman, Pendidikan Dasar, Taman atau Jalur Hijau,

Parkir dan Pertokoan. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan pengambilan

keputusan yang tepat untuk meletakkan setiap kegiatan pembangunan. Dengan

demikian diperlukan data pertanahan dalam pengambilan keputusan tersebut, data

pertanahan itu harus selalu dalam keadaan terbaru, untuk itu diperlukan Sistem

Informasi Pertanahan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

"Bagaimana kesiapan Sistem Informasi Pertanahan Di Kelurahan Raha I

Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara".



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keadaan Sistem Informasi Pertanahan di Kelurahan

Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

a. Bahan informasi pertanahan.

b. Bahan masukan dan bahan pertimbangan khususnya bagi Kantor

Kelurahan Raha I dalam mengelola dan mengembangkan Sistem

Informasi Pertanahan di Kelurahan Raha I.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisa data yang terdapat pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi pertanahan di Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu

Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya di

siapkan.

2. Informasi pertanahan yang ada baru berupa peta bidang tanah obyek pajak

yang dilengkapi dengan nomor obyek pajak.

B.Saran-saran

1. Agar tercipta Sistem Informasi Pertanahan yang baik perlu upaya

pengadaan basis data (data dasar) pertanahan.

2. Perlu ditingkatkannya upaya koordinasi dengan berbagai instansi terkait

yang mengelola informasi pertanahan.
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